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ﬁ | Mernberikan awaban atau informast hasit _ _ |
|7 | proses tindak lanjut pengaduan kepada r -+ - rlll | Bila dalam 10 Harl Kerjs _ N
.  pelapor . _ | Menyampakan Jawaban | Pelapor tidak menanggaps
e it L T-¢Lﬁ§§!7~t§x laporan maka secara .!a:{_-x.t.“oqs
s Pelapor Menerims Jawaban dan Laporan _ LaRp Pene Stutuo ot.._ s w-n___zs
Hasil Tindak Lanjut Pengaduan w | _ | |
- .I#Illl!l: — P p— . o - - " - | — P r— — — - p— - el —— . e — —e P 3
H |
| Apabiia pelapor merasa belum puas, pelapor @ _ Pelapor Menanggapi Hasii | Mensnggap! hasil tindak
9 | dapa! menanggap kembali Jawaban yang | Tindak Lanjut Pengaduan . Lanjut
| diberikan oleh instansi ! _ #
4 -4 | , SR W—
Pelapor metasa puas dan menutup laporan 4 | Pelapor Menutup Laporan _ |
10 pengrduan _ - dan memberkan vlt_uﬂsl—l “ e Soisel







PROSEDUR - PENGELOLAAN PENGADUAN KABUPATEN SUBANG

| | ) ﬁ S T S — T Mt Baku i
Pengelota |
No. Aktivitas Pejabat Wakt Output
_ Pelapor Pengaduan/ oL bun Input
| ‘ = , w: . L. L .. O SR M g g Sy
bt  — . TS S S S I — SR e Ea
| Melakukan pendaftaran dengan mengurjung: , | |
| 1 _.-3.5 LAPOR| (mrwnelanareid) | tu , _ Registras: data pelapor - e mail yang terdaftar
memperoleh e mal terdafter (akun) di laman |
L weom A T USSR E— L -
" Membuat laporan pengaduan, aspirast atau 1 _ ,
keluban dengan jelas dan lengkap kedalam

! 1

| aptikasi balk secara langsung (Lisan wepada l. e | Menyampadan Laporan Data Pengaduan
| penyelenggara/tatap mukal maupun tdak | Pengaduan

| Center dan Sejenisnya) . | 1 J H - o
4 I | '
3 Menenma dan Memeriksa dokumen _ 7 _ [ata Pengaduan g- Hasil Pemenkisan
pengaduan vang masuk |
 Sp—— — D e ——— U S - - : -
Melaksanakan verfikasi pengaduan dimulal T Paling Lambat 3 Hari Kerja
dar dentitas pengadu, substansi sampal data _ “ ,_
. dukung pengaduan yang diterima, apabila ﬂ [ .Iﬂ.@.m.. 1 | Memverifikas Pengaduan Data Hash Verifikas:
belum lengkap akan dikembalikan lagi ke
Pelapor dan bils lengkap didisposisikan
kepada pejabat penghubung | L. : : i |
1 epa | [ 1 ”MBEU..: _-“_Mq—”:.-ﬂw. Laporan Pengaduan
Ya ing Lamba
S Proses Tindak Lanjut dan Koordinast interna P —t | Disposisi Laperan i “ HH:Zﬁ: -
I 2 Pengaduan Tidak _, i
T - = ' “., T i Sl Berkadar Pengawbsan ﬁ
| g Paling Lambat 14 Han ___
_ _ _ , Menindaklanuti Keth
i | ] Ha gr
o Meniodaklanjuti Laporan/Penyelesaian . pengaduan yarg diterma 3 peagsduan Rerkadar _ Lapovan Hash .
" Laporan | _" sesual dengan wWaktU VANE | o uaian Paling | Lanjut Pengadua
P ﬂ | __ % ?...._. — | Lambat 60 Harl Kerja |
ﬁ RSV SA— R FRE———
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RIZINAN BERUSAHA DAN NON PERIZINAN BERUSAHA D

INAS PENANAMAN MODAL DAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PE
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU.
z 1 Mutu Baku
No. URAIAN KEGIATAN Petugas Pelayanan Kasie. Pengaduan Tim Pelayanan Kabid Wasdal Dan Kepala cea.qn_.rm; - o ~
pengaduan B Pengaduan Pelaksasana Tek. DPMPTSP Lainnya 4 l# sme
- 1 pengaduan (Satpol Pp) Kelengkapan Waktu Output
A L a s 6 7 8 9 10 11 1
1 Menerima Informas: Pengaduan formulir 30 form. Pengaduan -
pengaduan Menit
2 | Mecatat/Meregistrasi dan Buku Register - -~ |
memberi lembar Disposisi va...__cua_._omoa dan :;._ao A O—Ma_u“wn: Mu_u_ﬂ u.._“h
s 3 n ) r _-ﬂﬂﬁc
Lembar disposisi
- ] —
3. | Mengecek Formulir Pengaduan li _
dan memberikan Disposisi , _no_.a“u,nhna 15 Lembar disposisi yang
tindak Lanjut Disposisi menit sudah ada disposis!
4 Menenma Disposisi Pimpinan Di isi ]
Ssposisi yang
dan menentukan langkah - _ 15 isposisi
langkah. ﬂ".wm____ menit g~
5 | Melakukan Cek Adm. IS -
Berkenanaan ‘ dengan TIDAK Data Penizinan Berkas Perizinan dan Izin »
perizinanya /ada izin atau tidak. 1 han
6 | Melakukan peninjauan YA Formulir 1 hari Berita acara peninjauan
lapangan . pengaduan lapangan dan dokumentasi
dan berkas peninjauan
- perizinan
5 - ‘.'|\||\|\||\nli. - e . RS
7
Melaksanakan Rapat Formulir 1 hari Notulen rapat
Koordinasi # pengaduan
dan berkas
perizinan
- v [— e 1.11||g|.|l| . [EREEEs
8 Pembuatan  Jawaban  atas ! |
Pengaduan (didasar dari hasil 8 - 9 Notulen rapa 1 hari | Surat Jawaban pengaduan
Rapat) |
= H |
9 Pengirimana  jawaban  Ke
Pengadu m:hwm“«%%%: 1 hari | Terkirimnya surat jawaban







- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

LAMPIRAN
NOMOR : :.wo@.o;\F:q_nm\oqzqamfpcpv
TANGGAL . 10 Aqwhe 20232
TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSAHA DAN NON BERUSAHA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN T ERPADU SATU PINTU.
=1 Nomor SOP :
Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Tanggal Efektif
Disahkan Oleh

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL
TERPADU SATU PINTU

A DAN NON PERIZINAN

PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN BERUSAH

NAMA SOP
DASAR HUKUM :
g ? KUALIFIKASI PELAKSANAAN :
n o

2 ca_“”m-muuwnm Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; T Wemillki kemampuan berkomunikasi yang baik;
3 | Perturan _umamwam__”._ mm Bo.ﬂum.ﬂ moﬂ tentang Cipta Kerja, 2 | Memiliki kemampuan nengolah data yang sederhana,
4 | Peraturan Pemerintah z%ﬂoq mm_.:q__.. 2016 tentang Perangkat Daerah, L 3| Memahami tujuan pelayanan, sikap pelayanan dan prinsip pelayanan;

Resio; ahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis 4. | Memiliki pemahaman tentang peraturan dan mekanisme perizinan.
m Ty
5 WMH““W” Ww%m_m_ws_.mmh Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah ;

Modal - omor 27 Tahun 2000 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di bidang Penanaman
4

Wwﬂmmswﬂmmm.w”m%: Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat

Eubang 2030““ Amﬁ chm:m_ sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten

bow ahun mom;. _mz.ﬂm:m Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun

entang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Subang.
KETERKAITAN :
< SOP Pelayanan Perizi —vmwbr)q)z:um_ﬂ_-mzaw;_ubz :
SRR . 1. Komputer; 3. Internet; 5. Dokumen.
2.  Printer; 4. Peraturan Perundan -Undangan,

PERINGANTAN :

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

mﬂwxmm.acﬂ ini harus dilaksanakan dalam melaksanakan unt
erkaitan dengan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan.

uk menindaklanjuti setiap pengaduan yang

’ « Disimpan sebagai data elektronik dan manual.
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Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

MEMUTUSKAN :

Standar Operasional Prosedur Pelayanan Pengaduan Perizinan
Berusaha dan Non Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Kepala Dinas ini.

Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada
Diktum KEDUA untuk dijadikan pedoman dalam proses
pelayanan pengaduan.

Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Subang
pada tanggal 0 Aqushus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
/ KABUPATEN SUBANG,

DIKDIKAOLIHIN, $.Sd¥, M.Si.

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.197001281983101001
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10.

1k.

12.

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6618);

_ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021

tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 885);

_ Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2016 Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Subang
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Subang (Lembaran Daerah Kabupaten Subang
Tahun 2021 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun 2020
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2020 Nomor 4);

 Peraturan Daerah Kabupaten Subang Nomor 4 Tahun

2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Subang Tahun Anggaran 2023;

Peraturan Bupati Subang Nomor 101 Tahun 2021 tentang
Susunan Organisasi Perangkat Daerah Dinas (Berita
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 101);

Peraturan Bupati Subang Nomor 25 Tahun 2022 tentang
Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Peraturan Bupati Subang Nomor 41 Tahun 2022 tentang
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Non Berusaha di
Kabupaten Subang.
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PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUBANG
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jalan Ade Irma Suryani Nasution No.02 Telp./Fax (0260) 411014 website:
email: Subang 41211

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG
NOMOR : Kp.06.01/Kep.58/DPMPTSP/2023

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PENGADUAN PERIZINAN
BERUSAHA DAN NON BERUSAHA PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUBANG

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (2) huruf b
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang
Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Pengaduan Perizinan Berusaha dan Non
Berusaha Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Subang.

Mengingat . 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang, dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah
Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor
31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-




